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ABSTRACK

Minars involvement in armed canflict 15 tho forbidden act that agaimst humanity. Thus, this rale of
international humanitarian law s considered crucial for the welfare of the minors. Generally,
Hurmanitarizn Law 5 based on Conventions of Den Haag in 1899 and 1907 (Den Haag Law) and
Convention of Geneva mn 1948 (Seneva Law). Geneva Law is compleled by additional protozols, |
znd I 1877, Az one the sgoificant countries that ratiied the caonventions al humanitanarn Law,
Indonesia shauld implerment the faw inte itz national laws. The prablems of ths sludy are about the
regulation concerning minors involverment in armed conflict according 1o Infemational humaniizrian
Law, and the implernentation of the regulation of the restriction of minors invelvemend in armed
conflict in Indanesia along with the deparment that is in charge i cantralling the applicatian of tha
International Humaniarian Law. This research is accomplished thraough Normative Jundical mathod
which is the approach that is applied by using particular lileraturas in analyzing the problems, This
research shows that the reguiafion of minors invelvement in war according o the Infernationzl
Humanitarian Law is in Conventions of Den Haag IV 1807, Conventions of Geneva in 1248, and zlsa
tha additionzl proiocols 1877 The implementatian of the regulation of the resthction of minars
Involvemeant in armed confiich in Indanesia can be found in several respective laws, besides, the
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Istilah hukum humaniter atae  lengkapnya  disebut  fmrernational
humanitavian law applicable in armed corflict pada awalnya berasal dan
istilah hukum perang (lows of war), kemudian berkembang menjadi hukum
sengketa hersenjata (laws of armed conflict). yang akhirnva saat ini dikenal
dengan istilah hukum humaniter.'
Kenyataannya keberadaan hukum bumaniter bukanlabh untuk melarang
dilakukannya perang, melainkan mencoba untuk mengatur agar perang dapat
dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip  kemanusiaan
Schingga perang ataupun sengketa bersenjata vany dilakukan setidaknya dapat
memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil serta
dapat mencegah dilakukannya perang secara kejam.

Dalam hukum humaniter dikenal tiga asas utama, vaitu;”

. Asas Kepentingan Militer (Milirary Necessiny),

25

Azas Penkemanusiaan { Humanind;

3. Asas Kesatriaan ({valry):

[Yalam penerapannya, ketiga asas terscbut mesti dilaksanakan secara
keseluruhan antara asas yang satu denpan asss lainnva, scbagaimana
dinyatakan oleh Kunz "Low of war, o be aeceplted and o be applied in

f_-".rlinu.. dik (Ed), Penganiar .l'Ih_'J:l.zr:ll Huemeniter, WoRC, Jakana, 1999, p.5-19

* Ihid.
Ibid.




practice, musi sirtke the correct halance between on the one hand the
principle of humanity and civalry, and on the other hand, military interest ™, J

Geza Herzeph merumuskan, hukum humaniter intermasienal "Farr of the
rudes of publik international low which serve as the protection of individuals
in time of armed conflice. fts place iy beside the norm of warfure o s closely
related ro them but must be clearly distinguish from these Iis purpose and
spirit being different

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum  humaniter
sebagai “bagian dan hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan
korban perang, berlainan dengan hukum perang vang mengatur perang itu
sendii dan sepala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu
sendiri.”™ Jadi menurutnys Hukum humaniter merupakan salah satue dari
bagian hukum imemasional vang secara khusus mengatur teptang hal-thwal
vang berkaitan dengan perlindungan korban peranpg dan hukum perang
mertpakan pengaturan yang terpisah dari hukum humaniter tersebut.

flanz Peter Gazzer menyatakan bahwa hampir tidak mungkin menemukan
bukti dekumenter kapan dan dimana aturan-aturan bukum humaniter itu
timbul, dan lebih sulit lagi untuk menyebutkan “pencipta” dart hukum

humaniter tersebut.’ Disamping itu, pendapat lain mengatakan bahwa hukum

tersebur sama tuanya dengan perang itu sendinl, dan sama twanve dengan

" Ibid,
Jaan Pletet, The Principles of fuernaiional Humaritarian Low, dalam Arling, Op.cil, p 9
Mochlar Kusumaadinadjn, Hukum farernasional Husaniter dalam Pelaksanoar dan

_ Pengrapammva of Indomesia, [980, p.5
Arhina. dkk (Ed), Op.cit, p 12



kehidupan manusia di Bumi.® Jadi, sejarah perkembangan hukum humaniter
telah dimulai jauh pada masa lampau seiring dengan sejarsh perang di muka
bumi.

Salah satu perisiwa penting dalam perkembangan hukum humaniter
adalah  didirkannya Organisasi  Palang Membh dan  ditandatanpaninva
konvensi Jenewa 1864, Pada wakiu yang hampir bersamasn di Amerika
Serikat Presiden Lincoln meminta Lieber, scorang pakar hukum imigran
Terman, untuk menyusun aluran berperang. Hasilnya, adalah [nsiruction for
Covernment af Armies of the United States atan disebut Lieker Code.
dipublikasikan pada tahun 1863." Kode ini memuat aturan-aturan rinci pada
semua tahapan perang darat, tindakan perang vang benar, perlakuan terhadap
penduduk sipil. perlakuan terhadap kelompok orang-orang tertentu seperti
awanan perang. vang luka, dan schagainya.'” Pada masa tersebut terlihat
adanya perhatian besar nepara-negara  terhadap  permasalzhan  hukum
fumaniter yvang dibuktikan dengan lahirnva Konvensi Jenewa 1864 dan Licker
Code di Amerika Serikat.

Kedudukan konvensi  hukum  humaniter sebagai  sumber  hukum
internasional telah dilegitimasi berdasarkan Pasal 38 avat 1 Statuta Mahkamah
Internasional, vang menycbutkan bahwa sumber hukum intemasional terdin

dars:

Bid
mayomataram, Sekelumi feniang Fkem Humaniter, Sebelas Maret Lnivercity Prass,
Surakarta, 1994, p. 16



Pasal 3% ayvat 1 Piapam Mahkamah Internasional :''

a Pernjanjian Intemnsional {fmeernarional Converrion),

b Kebiasaan Internasional ( fmternarional Cusram);

¢ Prinsip-prinsip hukum wrmum (The Ceneral Principle of Law),

d Keputusan Pengadilan (judicial decicions) dan pendapat para ahli
vang telah diakui kepakarannya (teachings of the most highly qualified
publicises) mempakan sumber tambahan hukum internasional;

Secara umum, sumber hukum bumaniter terdiri dari Hukum Den Haag dan
Hukum Jenewa, Hukum Den Haag berisi ketentuan-Keteptuan tentang lata
cara dan alat berperang. Sedangkan Hubum Jlenewa mengatur tentang
perlindungan terhadap korban sengketa bersenjata. Kedua Hukum tersebut
berdasarkan  Statuin Mahkamah  Intemasional merupakan sumber utama
hukum humaniter internasional " Hukum Den Haap terdin dar Konvensi-
konvensi Den Haag 1899 (terdin dari 3 Konvenst dan 3 Resolusi) dan
Konvensi-konvensi Den Haag 1907 (erdin dan 11 Konvensi). Sedangkan
Hukum Jenewa 1949 terdiri dari 4 Konvensi, yang kemudian dilengkapi
dengan Protokol Tambahan [ dan 1l dan disahkan pada tahun 1977, Keduanya
mengatur  tentang  perlindungan korban  dalam  sengketa  bersenjata
internasional  dan perlindungan korban dalam  sengketa bersenjata  non-
internasional.

Para pihak yang terlibat langsung di dalam pertikaian bersenjaia

diharapkan senantiasa mentaati ketentuan yanp berkaitan dengan perang,

Soer Mauna, Penganiar Hikum Telernasional; Penpertian, Peranan dan Fungs! dalam Ero
Demamikg Glsbal, FT. Alumni, Bandung, 2003, p.8
irima dkk (Ed), Op.cit, p. 22



BAR IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan uraisn yang telah dikemukakan sesuai dengan judul dan hasil

amalisis permasalahan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik

kesimpulan schagai berikut;

. Pengaturan tentang pelibatan anak dalam sengketa bersenjata menunet hukum

humanier internaizonal terdapat di dalam:

.

Konvensi Den Haag 1907 di dalam Hague Regulation, khususnya
pengaturan  tentang  Prinsip Pembedasn  (Distinction Principle).
membedakan  pithak-pihak  vang  boleh terlibat  lengsung di dalam
pertikaian bersenjata sehingga boleh dijadikan sasaran serta pihak-pihak
vang tidak dapat tertlibat langsung dalam pertikaian hersenjata {civifian)
yvang mesti mendapat perlindungan don herbagai kekerasan bersenjata
dan tidak holeh dijadikan sasaran militer.

Konvensi Jlenewa [V 1949 di dalam Pasal 24 dan Pasal 51 Konvensi
terdapat laranpan pelibatan anak dalam sengketa bersenjata. Ketentuzn
ini dinilai lebih maju dibandingkan denga Konvensi Den Haag, karcna
telah mengadakan batgsan-batasan khusus tentang perlindungan anak
dalam sengketa berscnjata scra larangan bagi Kekuasaan Pendudukan
untuk tidak memaksa setiap orang dibawah 18 (delapan belas) whun

sehagal tenapa militer,



L

c.  Protokol Tambahan 1977; ketentuan tentang laranpan pelibatan anak
dalam  sengketa bersenjata dijumpai di delam pasal 77 protokol
tambahan | dan Pasal 4 ayvat (3} hurul ¢ Protokol Tambahan 11, Kedua
ketentuan tersebut dinilai merupakan penvempurnaan dari ketentuan-
ketentuan schelumnya, Larangan pelibatan anak  dalam  sengketa
bersenjata tidak hanva berlaku dalam sengketa bersenjata internasional,
melainkan juga berlaku pada sengekita bersenjata non-internasiomal.

Implementasi pengaturan internasionsl tentang larangan pelibatan anak dalam

senpketa bersenjata Ji Indomesia terdapat di dalam; Undang-undang R

Momor 538 Tahun [95% tentang Ratifikasi ke-empat Konvensi Jenewa 1949,

Undang-undang BRI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TWI, Undang-undang R1

Momor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R1. Undang-undang BRI Momar 23

Tahun 2002 tenteng Perlindungan Anak, Undang-undang R1 MNomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (FLAM) serta Undang-undang R

Momor |3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Konvensi-kenvensi Hukum Humaniter

dapat dilakukan oleh berbagai lembaga, baik lembaga vang secara khusus

diberikan wewenang berdasarkan konvensi hukum humaniter, vang terdiri
dar; Negara Pelindung: Palang Merah [mternasional dan Orpanisasi lainnyva

Lembaga lainnva yang mengingat fungsi dan wpasnya, berperan dalam

mengawasi pelaksanaan konvensi, antama lain; Komandan Anghkatan Perang

dari Para Pihak (Peserta Konvenst); Komisi Internasional Pencan Fakia.

Disamping itu, di Indonesia terdapat pula lembapa vang berperan dalam

By
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